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Abstract: This study examines the application of Islamic law regarding the rights and 
obligations of husband and wife in long-distance marriages (Long Distance Relationship/LDR) 
and identifies factors causing imbalances in their fulfillment. Using a qualitative library 
research method with a normative-juridical approach, the study analyzes data from the Qur’an, 
Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974 on Marriage, classical and 
contemporary fiqh from the four schools of thought, and relevant scholarly literature. The 
findings reveal that marital rights and obligations in Islam are based on justice, cooperation, 
and the fulfillment of physical and spiritual needs. Imbalances in LDR marriages are commonly 
caused by geographical distance, limited communication, work or study demands, weak mutual 
agreements, and insufficient commitment, which affect emotional and financial rights. Islamic 
law does not categorically prohibit LDR marriages but regulates them with shar‘ī conditions. 
Classical jurists limited a husband’s absence to four to six months without the wife’s consent, 
while contemporary scholars consider this limit ijtihādī and dependent on circumstances and 
the wife’s approval. The study concludes that although LDR does not invalidate marriage, it 
poses challenges to marital objectives, emphasizing mutual agreement, communication, and 
responsibility based on maqāṣid al-sharī‘ah. 

Keywords: Rights and Obligations; Husband and Wife; Long Distance Relationship; Islamic 
Law  
 

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami 
istri dalam pernikahan jarak jauh (Long Distance Relationship/LDR) serta faktor-faktor yang 
menyebabkan ketidakseimbangan pemenuhannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan studi pustaka berbasis normatif-yuridis, bersumber dari al-Qur’an, Hadis, 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
kitab fikih empat mazhab, serta literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, 
dan pemenuhan kebutuhan lahir batin. Ketidakseimbangan dalam LDR dipengaruhi oleh jarak 
geografis, keterbatasan komunikasi, tuntutan pekerjaan atau studi, lemahnya kesepakatan, dan 
kurangnya komitmen, sehingga berdampak pada pemenuhan hak emosional dan nafkah. Hukum 
Islam tidak mengharamkan LDR secara mutlak, tetapi mengaturnya dengan ketentuan syar‘i. 
Batas waktu ketidakhadiran suami yang ditetapkan ulama klasik dipandang bersifat ijtihādī oleh 
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ulama kontemporer, bergantung pada kondisi dan kerelaan istri. Oleh karena itu, LDR dinilai 
sah secara hukum, namun harus dikelola berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. 

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban; Suami Istri; Hubungan Jarak Jauh; Hukum Islam 
 
 

1. Pendahuluan 

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan 
ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (raḥmah), serta 
menjadi sarana pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Prinsip ini 
ditegaskan dalam Al-Qur’an dan diperkuat oleh ketentuan fikih serta hukum 
positif di Indonesia, yang menempatkan keadilan, tanggung jawab, dan 
kebersamaan sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga.1 Dengan demikian, 
keberlangsungan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad, tetapi 
juga oleh terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang. 

Dalam konteks kehidupan modern, fenomena perkawinan jarak jauh (Long 
Distance Relationship / LDR) semakin marak terjadi akibat tuntutan pekerjaan, 
pendidikan, dan mobilitas ekonomi.2 Kondisi ini banyak dijumpai dalam 
masyarakat Muslim Indonesia, terutama pada keluarga pekerja migran, aparatur 
negara, dan pekerja sektor industri. Realitas tersebut menimbulkan persoalan 
hukum dan sosial, khususnya terkait pemenuhan nafkah lahir dan batin, kehadiran 
fisik, komunikasi, serta perlindungan emosional bagi pasangan.3 

Secara normatif, hukum Islam tidak secara eksplisit melarang praktik LDR dalam 
perkawinan. Namun, Islam memberikan penekanan kuat terhadap kewajiban 
suami untuk hadir, melindungi, dan mempergauli istri secara mu‘āsyarah bi al-
ma‘rūf. Dalam sejarah hukum Islam, ijtihad Sayyidina ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb 
mengenai pembatasan waktu ketidakhadiran suami—empat hingga enam bulan—
menunjukkan bahwa keterpisahan suami istri dipandang sebagai persoalan serius 
yang berpotensi mengabaikan hak istri.4 Meski demikian, ketentuan tersebut 
bersifat ijtihādī dan kontekstual, sehingga tidak dapat diterapkan secara kaku 
dalam seluruh situasi dan zaman.5 

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas perkawinan LDR secara 
parsial, dengan fokus pada aspek nafkah materi atau hubungan biologis semata.6 
Kajian yang menempatkan LDR sebagai fenomena sosial kontemporer dan 
mengintegrasikannya dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah serta hukum positif 

                                                 
1Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 

h. 95–97. 
2Laura Stafford and Andy J. Merolla, Long Distance Relationships: Research and 

Application (New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2007), h. 3–5. 
3Rahmawati, Dinamika Psikologis Istri dalam Hubungan LDR (Bandung: Humaniora Press, 

2020), h. 41–45. 
4Ibn Abī Syaibah, Al-Muṣannaf, Juz 4 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989), h. 214. 
5Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 210–

212. 
6Nurul Aini, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Jarak Jauh (Tesis, 

UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 67–70. 
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Indonesia masih relatif terbatas.7 Padahal, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah 
memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan menimbang aspek 
kemaslahatan dan kemudaratan, termasuk hak emosional, psikologis, dan 
keberlangsungan tujuan perkawinan. 

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini memiliki novelty dengan 
menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan LDR 
melalui pendekatan hukum Islam yang integratif. Penelitian ini mengkaji 
pandangan fikih empat mazhab, ketentuan hukum positif Indonesia, serta 
merekonstruksi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR berdasarkan 
prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan konsep 
pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang lebih adaptif dan relevan dengan 
realitas pernikahan modern. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi 
Pustaka (Library Research). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk 
memahami fenomena secara mendalam dan holistic dengan berfokus pada analisis 
dan interpretasi data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah normatif-yuridis untuk menganalisis permasalahan 
berdasarkan norma-norma hukum Islam yang berlaku.8 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode content analysis 
(analisis isi), yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 
mengklasifikasi, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks hukum 
dan literatur keislaman. Content analysis dilakukan dengan cara menelaah ayat-
ayat al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen 
hukum nasional yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Analisis ini 
difokuskan pada konsep, prinsip, dan argumentasi hukum yang relevan dengan 
kondisi LDR, seperti nafkah, mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, keadilan, dan tanggung 
jawab keluarga. 

Tahapan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan 
mendeskripsikan ketentuan normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, 
kemudian menganalisisnya secara kritis dalam konteks pernikahan LDR. Proses 
analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, penafsiran 
hukum, serta penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam 
dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu 
menghasilkan pemahaman yang sistematis dan argumentatif mengenai penerapan 
hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada hubungan 
pernikahan jarak jauh. 

 

                                                 
7Wahbah al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz 9, h. 6865–6870. 
8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 
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3. Hasil dan Analisis 
3.1  Landasan Hukum Long Distance Relationship Dalam Pernikahan Islam 

Dalam kaidah ushul fiqh, segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan (al-aṣl fī al-asyā' 
al-ibāḥah) selama tidak ada dalil yang melarangnya.9 Kondisi LDR dalam 
pernikahan tidak secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis, bahkan terdapat 
berbagai dalil yang mendukung kebolehannya untuk tujuan-tujuan yang 
dibenarkan syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 122: 

مُؤْمِنُونَ لِيَ 
ْ
انَ ال

َ
ينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَ وَمَا ك هُوا فِي الد ِ يَتَفَقَّ ِ

 
نْهُمْ طَائِفَةٌ ل ِ فِرْقَةٍ م ِ

 
ل
ُ
ا نَفَرَ مِن ك

َ
وْل
َ
ةًۚ  فَل افَّ

َ
هُمْ نفِرُوا ك

ذَرُونَ  هُمْ يَحْ
َّ
عَل
َ
يْهِمْ ل

َ
 إِذَا رَجَعُوا إِل

Terjemahnya: 
"dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 
pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama mereka dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar 
mereka dapat menjaga dirinya."10 

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membenarkan sebagian orang untuk 
meninggalkan tempat tinggal dan keluarga dalam rangka menuntut ilmu dan 

berdakwah, yang secara implisit mencakup kondisi LDR bagi yang sudah menikah. 

3.2  Batasan Waktu Suami Meninggalkan Istri Menurut Hukum Islam 

Islam sangat menekankan pentingnya kebersamaan dalam rumah tangga sebagai 
sarana untuk menjaga keharmonisan dan terpenuhinya hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. Apabila suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama 
tanpa alasan syar’i, maka hal itu dapat menimbulkan ketimpangan dalam relasi 
rumah tangga. Hal ini berdasar pada firman Allah SWT: 

شْهُرٍ 
َ
رْبَعَةِ أ

َ
سَائِهِمْ تَرَبُّصُ أ ِ

 
ونَ مِن ن

ُ
ذِينَ يُؤْل

َّ
 لِل

Terjemahnya: 
“Kepada orang-orang yang bersumpah tidak menggauli istrinya diberikan 
tangguh empat bulan.” (QS. al-Baqarah [2]: 226).11 

Ayat ini didukung oleh Ijtihad Umar tentang Batas Waktu Suami Meninggalkan 
Istri. Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. pernah menetapkan kebijakan bahwa seorang 
mujahid (pejuang di medan perang) tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari 
enam bulan. Penetapan ini muncul setelah beliau berdialog dengan putrinya, 
Hafṣah binti ʿUmar, yang juga merupakan istri Nabi صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dalam riwayat: 

 

                                                 
9'Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-'Ilm, 1978), h. 89. 
10Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta 

Timur: Al Kamil, 2019), h. 206. 
11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta 

Timur: Al Kamil, 2019), h. 35. 
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: إِ 
َ
وْ شَهْرَيْنِ. فَقَال

َ
تْ: شَهْرًا أ

َ
بُعْدِ؟ فَقَال

ْ
ى ال

َ
ةُ عَل

َ
مَرْأ

ْ
مْ تَصْبِرُ ال

َ
 ابْنَتَهُ حَفْصَةَ: ك

َ
ل
َ
نَّهُ سَأ

َ
رَاعِيأ

ُ
ي أ ِ

مُجَاهِدِ  ن 
ْ
 .ذٰلِكَ لِل

Artinya: 
Umar bin al-Khaṭṭāb bertanya kepada putrinya, Ḥafṣah: ‘Berapa lama 
seorang wanita (istri) dapat bersabar ditinggalkan oleh suaminya?’ Ia 
menjawab: Sebulan atau dua bulan. Maka Umar berkata: Kalau begitu, aku 
tetapkan waktu empat bulan bagi para mujahid.12 

Namun, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sayyidina ʿUmar menetapkan enam 
bulan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan waktu perjalanan dan masa tinggal 
di medan perang. 

ُ عَنْ  ابِ رَضِيَ اللّٰه طَّ خَ
ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
رْبَعَةُ : هُ قَال

َ
شْهُرٍ، أ

َ
ةِ أ ثَرَ مِنْ سِتَّ

ْ
ك
َ
هْلِهِ أ

َ
جُنْدِيَّ عَنْ أ

ْ
حْبِسَ ال

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ا أ

َ
ل

مُقَامِ 
ْ
يْرِ، وَشَهْرَانِ لِل شْهُرٍ لِلسَّ

َ
 .أ

Artinya: 
“Umar ibn al-Khaṭṭāb berkata: Aku tidak suka menahan seorang tentara 
dari keluarganya lebih dari enam bulan: empat bulan untuk perjalanan 
(pergi dan pulang), dan dua bulan untuk tinggal di lokasi.”13 

Rekonsiliasi Antara Dua Riwayat Dua riwayat ini tidak bertentangan, melainkan 
saling melengkapi. Dialog Umar dengan Hafṣah menghasilkan estimasi 
kemampuan emosional seorang wanita untuk bersabar, yaitu sekitar satu hingga 
dua bulan. Namun, Umar sebagai kepala negara harus mempertimbangkan aspek 
teknis seperti jarak tempuh dan keperluan militer, sehingga ia menetapkan enam 
bulan sebagai batas maksimal waktu suami berjauhan dengan istri karena tugas 
jihad.  

Dalam fikih klasik, kewajiban kehadiran suami bersama istri dipahami sebagai 
bagian dari ḥaqq al-mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dan ḥaqq al-istimtā‘ (hak hubungan 
biologis). Batas waktu empat hingga enam bulan yang dikemukakan oleh para 
ulama seperti riwayat dari Umar bin al-Khaṭṭāb yang menetapkan batas maksimal 
suami meninggalkan istri selama enam bulan bukanlah nash qath‘ī, melainkan hasil 
ijtihād berbasis pertimbangan psikologis dan biologis istri, khususnya kebutuhan 
batin dan kekhawatiran terjadinya mafsadah (zina atau keretakan rumah tangga). 
ketetapan enam bulan bukanlah batas syar‘i mutlak, melainkan hasil ijtihad yang 
berdasarkan kondisi sosial dan psikologis pada masa itu. 

Dengan demikian, yang menjadi ‘illat hukum dalam pembatasan tersebut bukan 
sekadar ketidakhadiran fisik itu sendiri, melainkan terabaikannya hak-hak istri akibat 
keterpisahan suami, terutama hak biologis, emosional, dan perlindungan moral. 

 

                                                 
12Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, terj. Kathur Suhardi, Al-Mughni: Fiqih Islam, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2009) jilid 9, h. 237 
13Ibn Qudāmah, al-Mughnī, terj. Kathur Suhardi, h. 238 
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3.3  Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Istri atas Kehadiran dan Nafkah 

Hak istri untuk mendapatkan kehadiran dan nafkah dari suami merupakan hak 
yang mendasar dalam pernikahan menurut Islam. Dalam konteks hubungan jarak 
jauh (LDR), para ulama dari empat mazhab berbeda memiliki pandangan khusus 
tentang batasan waktu kepergian suami serta kewajibannya dalam memberikan 
nafkah dan hadir secara fisik dalam kehidupan istri. 

1. Mazhab Hanafiyah 
Menurut ulama Hanafiyah, suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam enam 

bulan tanpa izin dan tanpa uzur syar'i. Bahkan, jika suami pergi dan istri merasa 
tidak aman atau haknya terabaikan, istri boleh meminta perceraian. 

وجُْ عَ  مْ قالوا: إِذَا غَابَ الزَّ
َ
جُوعِ، فَإِنْ ل مُرَهُ بِالرُّ

ْ
نْ يَأ

َ
بَ مِنَ القَاضِي أ

ُ
نْ تَطْل

َ
هَا أ

َ
شْهُرٍ، فَل

َ
ةَ أ نْ زَوْجَتِهِ سِتَّ

قَهَا القَاضِي
َّ
 .يَرْجِعْ طَل

Artinya: 
“Jika seorang suami pergi dari istrinya selama enam bulan, maka istri 
berhak meminta kepada hakim agar menyuruhnya kembali. Jika ia tidak 
kembali, hakim dapat menceraikannya”.14 

Pada kitab Al-Mabsuth, al-Sarakhsi menyatakan: 

نْ تَرْفَعَ 
َ
هَا أ

َ
هَا نَفَقَةً، فَل

َ
مْ يَتْرُكْ ل

َ
ا وَل

ً
وجُْ عَنْهَا زَمَانًا طَوِيل : "إِذَا غَابَ الزَّ رَخْسِيُّ  السَّ

َ
قَاضِي قَال

ْ
ى ال

َ
مْرَهَا إِل

َ
أ

اقِ 
َ
ل وِ الطَّ

َ
فَقَةِ أ مُرَهُ بِإِرْسَالِ النَّ

ْ
 ".لِيَأ

Artinya: 
“Jika seorang suami pergi dalam waktu yang cukup lama dan tidak 
meninggalkan nafkah untuk istrinya, maka istri berhak mengangkat 
perkara kepada hakim agar memerintahkannya mengirimkan nafkah atau 
menceraikannya”.15 

2. Mazhab Malikiyah 
Imam Mālik berpendapat bahwa batas maksimal seorang suami boleh 
meninggalkan istrinya tanpa uzur syar’i adalah empat bulan, dan ini terkait 
dengan ayat tentang īlā’ (sumpah tidak menggauli istri) dalam QS. al-Baqarah: 226: 

شْهُرٍ﴾
َ
رْبَعَةِ أ

َ
سَائِهِمْ تَرَبُّصُ أ ِ

 
ونَ مِن ن

ُ
ذِينَ يُؤْل

َّ
 ﴿لِل

Terjemahnya: 
“Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, diberi waktu 
menunggu empat bulan.”16 

Imam Mālik memahami bahwa batas empat bulan ini juga menjadi batas toleransi 
kepergian suami, walaupun tanpa sumpah īlā’. 

 

                                                 
14Al-Kasānī, Badā’iʿ al-Ṣanā’iʿ, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), juz 4, h. 27. 
15Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993), juz 5, h. 204. 
16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta 

Timur: Al Kamil, 2019), h. 36. 
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مُغِيبُ عَنْ زَوْجَتِهِ، إِنْ غَ "
ْ
فِرَاقَ وَال

ْ
بَ ال

ُ
نْ تَطْل

َ
هَا أ

َ
انَ ل

َ
وَهُ، ك حْ

َ
شْهُرٍ وَن

َ
رْبَعَةَ أ

َ
 ".ابَ أ

Artinya:  
“Seorang suami yang pergi dari istrinya selama empat bulan atau lebih, 
maka istrinya berhak meminta perpisahan.”17 

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa suami tidak boleh meninggalkan istrinya 
melebihi empat bulan kecuali dengan izin atau kebutuhan yang sangat mendesak, 
seperti berjihad atau bekerja untuk menafkahi keluarga. Jika melewati batas ini, 
istri dapat meminta fasakh nikah. 

تَهُ ٱمَنْ تَرَكَ : قال ابنُ عبدِ البَر ِ 
َ
ثَرَ  مْرَأ

ْ
ك
َ
رْبَعَةِ  مِنْ  أ

َ
شْهُرٍ  أ

َ
هَا أ

َ
بُ  فَل

َ
هَا سَوَاءٌ  الفَسْخِ، طَل

َ
وْ  بِإِذْنٍ  تَركَ

َ
 بِغَيْرِ  أ

ا إِذْنٍ،
َّ
نْ  إِل

َ
ونَ  أ

ُ
هَادِ  لِعُذْرٍ  يَك الجِ

َ
 .ك

Artinya: 
“Siapa yang meninggalkan istrinya lebih dari empat bulan, maka istri 
berhak meminta pembatalan nikah, baik dengan izin atau tanpa izin, 
kecuali karena uzur seperti jihad”.18 

3. Mazhab Syafi‘iyah 
Mazhab Syafi‘iyah memberikan perhatian terhadap kebutuhan biologis istri. 
Ditegaskan bahwa batas maksimal kepergian suami adalah enam bulan. Jika 
melewati waktu ini, dan istri tidak ridha, maka qadhi dapat memerintahkan suami 
kembali atau menceraikan istrinya. 

قَ : يرَازِيُّ قال الش ِ 
ْ
مَرَهُ ال

َ
فُرْقَةَ، أ

ْ
بَتِ ال

َ
شْهُرٍ، وَطَل

َ
ةِ أ ثَرَ مِنْ سِتَّ

ْ
ك
َ
ى زَوْجَتِهِ أ

َ
مْ يَعُدْ إِل

َ
وجُْ وَل اضِي إِذَا سَافَرَ الزَّ

اقِ 
َ
ل وِ الطَّ

َ
جُوعِ أ  ".بِالرُّ

Artinya:  
“Jika suami bepergian dan tidak kembali kepada istrinya lebih dari enam 
bulan, dan istri meminta perpisahan, maka hakim memerintahkannya 
kembali atau menceraikannya”.19 

Selain itu Imam Nawawi menerangkan dalam kitabnya al-Majmū: 

ا وَ 
َ
هَا مِنْهُ نَفَقَةٌ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ةُ زَوْجَهَا وَل

َ
مَرْأ

ْ
بَتِ ال

َ
: إِذَا طَل افِعِيُّ  الشَّ

َ
ى القَاضِي قَال

َ
مْرَهَا إِل

َ
نْ تَرْفَعَ أ

َ
هَا أ

َ
طْءٌ، فَل

ظَرِ فِي حَالِهِمَا  .لِلنَّ
Artinya: 

“Jika istri meminta haknya karena tidak dinafkahi atau tidak digauli, maka 
ia boleh mengadukannya ke hakim untuk diperiksa keadaannya”.20 
 
 
 

                                                 
17Mālik ibn Anas, al-Muwaṭṭa’, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), juz 2, h. 981. 
18Ibn Abd al-Barr, Al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1992), juz 

2, h. 526. 
19Al-Syirazi, Al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz 2, h. 80. 
20Al-Nawawī, al-Majmū‘, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), juz 19, h. 201. 
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4. Mazhab Hanabilah 
Ulama Hanabilah berbeda pendapat terkait masalah ini, ada yang berpendapat 
enam bulan, dan ada yang berpendapat empat bulan. Riwayat dari Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menyatakan: 

بِيهِ 
َ
حْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أ

َ
 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الِلّٰ بْنُ أ

َ
نَّهُ قَال

َ
حْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أ

َ
مْ تَغِيبُ عَنِ : الإِمَامِ أ

َ
بِي: ك

َ
تُ لِأ

ْ
قُل

رَاهُ 
َ
: نَعَمْ، أ

َ
تُ: فَتُعْجِبُ بِذَلِكَ؟ قَال

ْ
شْهُرٍ. قُل

َ
ةَ أ : يُرْوَى عَنْ عُمَرَ سِتَّ

َ
ةِ؟ قَال

َ
مَرْأ

ْ
 .ال

Artinya:  
Aku bertanya kepada ayahku: "Berapa lamakah seorang suami dapat meninggalkan 
istrinya?" Ia menjawab, "Diriwayatkan dari Umar (bin al-Khattab) enam bulan." 
Aku bertanya lagi, "Apakah engkau menganggap itu cukup?" Ia menjawab, "Ya, 
aku melihatnya sudah lama."21 

Kemudian Ibn Qudamah juga menerangkan pada kitabnya al-Mughni berpendapat 
bahwa suami tidak boleh meninggalkan istrinya tanpa izin lebih dari empat bulan, 
berdasarkan qiyas kepada ila’ (sumpah tidak menggauli istri). 

قْصَى مَا يُقِيمُ عَنْ زَوْجَتِهِ "
َ
اءِ.وَأ

َ
إِيل

ْ
نَّهُ غَايَةُ ال

َ
شْهُرٍ، لِأ

َ
رْبَعَةُ أ

َ
 أ

Artiya: 
“Dan batas maksimal seorang suami meninggalkan istrinya adalah empat 
bulan, karena itulah batas maksimal dalam kasus îlâ’ (sumpah tidak 
menggauli istri).” 22  

فُرْقَةَ وَإِنْ غَابَ عَنْهَ  : قال ابنُ قُدامةَ 
ْ
بَ ال

ُ
نْ تَطْل

َ
هَا أ

َ
رَتْ بِذَلِكَ، فَل ا، وَتَضَرَّ

ً
 .ا زَمَانًا طَوِيل

Artinya:  
“Jika suami pergi dalam waktu yang lama dan hal itu menyebabkan 
penderitaan bagi istri, maka ia boleh meminta perpisahan”.23 

Meskipun terdapat variasi dalam penetapan durasi, para ulama sepakat bahwa 
suami dilarang meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang terlalu lama tanpa 
izin atau alasan syar‘i. Titik temu antar mazhab adalah: 
a. Kebutuhan istri terhadap kehadiran dan nafkah bersifat mendesak, baik secara 

fisik, psikis, maupun finansial. 
b. Istri berhak mengadukan ke qadhi jika haknya tidak terpenuhi karena suami 

pergi terlalu lama. 
c. Waktu maksimal yang ditoleransi oleh sebagian besar mazhab adalah sekitar 

empat sampai enam bulan. 

Dengan demikian, dalam konteks hubungan LDR, suami dituntut untuk 
memperhatikan hak-hak istrinya, dan syariat Islam memberikan mekanisme 
hukum yang adil untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pasangan 
suami istri. 
 

                                                 
21ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyah Ibnih ʿAbd Allāh, 

(Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2000), h. 178. 
22Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, terj. Kathur Suhardi, juz 7, h. 267. 
23Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Kathur Suhardi, juz 9, h. 228. 
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3.4  Fatwa Kontemporer dan Praktik Yuridis Tentang Pasangan LDR 

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya mobilitas manusia akibat faktor 
ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan, fenomena hubungan jarak jauh (Long 
Distance Relationship/LDR) dalam pernikahan menjadi persoalan kontemporer yang 
menuntut perhatian hukum Islam. Para ulama dan lembaga fatwa di berbagai 
negara telah memberikan respons terhadap fenomena ini. 

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

MUI memandang bahwa suami yang meninggalkan istrinya dalam waktu lama 
tanpa alasan syar’i dan tanpa izin atau ridha dari istri, serta tidak memenuhi 
kewajiban seperti nafkah lahir dan batin, bisa termasuk dalam kategori nusyūz 
(suami yang durhaka). Dalam konteks ini, MUI menganjurkan agar pasangan 
suami istri menghindari kondisi LDR tanpa komunikasi yang intens dan 
kesepakatan bersama. 

“Jika suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama, padahal istri membutuhkan 
kehadiran, kasih sayang, dan nafkah darinya, maka hal ini bisa menjadi alasan 
syar’i bagi istri untuk menuntut haknya, termasuk melalui pengadilan agama.”24 

2. Fatwa Dar al-Ifta’ Mesir 

Dar al-Ifta’ Mesir menyatakan bahwa meninggalkan istri dalam waktu yang lama 
harus disertai izin atau ridha dari istri serta tetap menjamin nafkah dan 
komunikasi. Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat menyebabkan keretakan 
rumah tangga dan diperbolehkan istri menuntut haknya, termasuk cerai fasakh 
apabila terbukti suami lalai memenuhi kewajibannya. 

" 
َ
هَا طَل

َ
رَتْ بِذَلِكَ، فَل نْ يُقِيمَ مَعَ زَوْجَتِهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَضَرَّ

َ
وجِْ أ ى الزَّ

َ
بُ عَل  "بُ الفَسْخِ يَجِ

Artinya: 
“Wajib bagi suami tinggal bersama istrinya. Jika ia pergi tanpa uzur dan 
istrinya menderita karenanya, maka istri berhak menuntut fasakh 
(pembatalan nikah).”25 

3. Fatwa Ulama Kontemporer 

Sebagian ulama kontemporer seperti Syaikh al-‘Utsaimin dan al-Qaradawi 
menyatakan bahwa enam bulan bukan batas saklek, tapi merupakan ijtihad 
Sayyidina Umar r.a. dalam konteks perang. Jika istri ridha atau komunikasi 
berjalan lancar, maka tidak haram selama hak istri dipenuhi. Syekh Yusuf al-
Qaradawi dalam karyanya menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar akad 
formal, tetapi ikatan tanggung jawab dan kasih sayang. Jika suami pergi bekerja ke 
luar negeri, ia harus tetap memenuhi kewajiban secara materi dan emosional. Jika 
hal ini diabaikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. 
“Tidak sah bagi suami bepergian bertahun-tahun tanpa izin atau kesepakatan 
dengan istri. Istri bukan tahanan yang harus menunggu tanpa kepastian.”26 

                                                 
24Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), h. 221. 
25Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, Fatāwā Mu‘āṣirah, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), juz 3, h. 244. 
26Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fatāwā Mu‘āṣirah, (Beirut: Al-Risalah, 2001), juz 2, h. 97. 
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4. Praktik Yuridis di Indonesia 

Dalam praktik hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan celah 
hukum yang memungkinkan terjadinya perceraian jika istri ditinggalkan suami 
tanpa kejelasan atau sebaliknya. Pasal 116 KHI huruf (b) menyebutkan: 
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun bertutut-turut tanpa 
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya”.27 

Hal ini menunjukkan bahwa praktik yuridis di Indonesia mendukung 
perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks LDR yang 
berlarut-larut dan merugikan pihak istri. 

3.5  Implementasi Teori Maqashid Syariah Terhadap Pemenuhan Hak dan 
Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Hubungan Long Distance Relationship 
(LDR) 

Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan salah satu landasan penting dalam 
memahami hukum Islam secara holistik. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa maqāṣid 
syarī‘ah bertujuan menjaga lima hal pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu: ḥifẓ al-dīn 
(menjaga agama), ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl 
(menjaga keturunan), dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta).28 Dalam konteks pernikahan, 
maqāṣid ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan suami istri agar tercipta 
keluarga yang harmonis dan seimbang. 

1. Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama) 

Dalam hubungan LDR, pasangan tetap dituntut untuk menjaga nilai-nilai agama, 
termasuk kewajiban suami memberikan bimbingan agama dan menjaga 
keluarganya dari perbuatan maksiat meskipun secara fisik tidak selalu bersama. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT: 

 
َ
مْ وَأ

ُ
نْفُسَك

َ
ذِينَ آمَنُوا قُوْا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
مْ نَارًايَا أ

ُ
 هْلِيْك

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka.”29 

Contoh Kasus:  Seorang suami bekerja di luar negeri sebagai TKI. Ia jarang sekali 
menghubungi istrinya, sehingga istri kurang mendapatkan bimbingan keagamaan. 
Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa arahan ibadah yang kuat. Implementasi 
Maqāṣid:  Suami tetap menjaga komunikasi (misalnya dengan video call untuk 
mengajarkan doa dan akhlak), serta memastikan istri dan anak-anak mendapatkan 
pendidikan agama, agar nilai ḥifẓ al-dīn tetap terjaga meskipun ia jauh. 

 

                                                 
27Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000), 

Pasal 116 huruf b. 
28Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, (Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2005), juz II, h. 8. 
29Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 561. 
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2. Ḥifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Pernikahan pada hakikatnya menjadi sarana menjaga jiwa dari kebinasaan, baik 
fisik maupun psikis. Dalam kondisi LDR, pasangan harus memastikan kebutuhan 
dasar, termasuk nafkah lahir dan batin, terpenuhi. Kegagalan suami memenuhi 
kebutuhan istri dapat menimbulkan mudarat berupa kesedihan, stres, bahkan 
mengguncang kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga jiwa berarti 
tetap menghadirkan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang meskipun jarak 
memisahkan. 

Contoh Kasus: Istri seorang pekerja tambang merasa kesepian dan terbebani secara 
psikologis karena suaminya jarang pulang. Ia mengalami stres dan kesehatan 
mentalnya menurun. Implementasi Maqāṣid: Suami tidak hanya mengirim nafkah 
materi, tetapi juga memberi perhatian emosional secara rutin. Misalnya, 
menghubungi istri setiap malam untuk menanyakan kabar dan kondisi keluarga, 
sehingga jiwa istri merasa tenang dan aman. 

3. Ḥifẓ al-‘Aql (Menjaga Akal) 

Akal yang sehat dapat terganggu apabila hubungan LDR tidak dikelola dengan 
baik, misalnya timbul kecurigaan berlebih, perselisihan, atau bahkan depresi. 
Maka, implementasi maqāṣid dalam hal ini adalah menjaga pola komunikasi yang 
sehat, saling menghormati, dan menghindari konflik yang merusak akal sehat 
pasangan. 

Contoh Kasus: Pasangan suami istri yang LDR sering salah paham karena 
komunikasi tidak lancar sehingga menggunakan virtual call sebagai bagian 
pemenuhan kebutuhan agar terhindar dari berselingkuhan dengan tujuan menjaga 
kesehatan mental.30 Implementasi Maqāṣid:  Menjaga akal berarti menciptakan 
komunikasi sehat, jujur, dan menghindari prasangka buruk. Pasangan bisa 
membuat kesepakatan jadwal komunikasi sehingga tidak menimbulkan salah 
paham yang merusak akal sehat. 

4. Ḥifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan) 

Maqāṣid syarī‘ah menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pernikahan 
yang sah dan harmonis. Dalam LDR, jika pasangan terlalu lama terpisah tanpa ada 
pertemuan, dikhawatirkan dapat mengganggu hak biologis istri atau suami, yang 
pada akhirnya berpotensi merusak keturunan (nasl). Oleh karena itu, Islam 
menekankan agar suami tidak meninggalkan istrinya terlalu lama tanpa alasan 
syar‘i. Sayyidina ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb ra. bahkan menetapkan batas maksimal 
seorang suami meninggalkan istrinya adalah enam bulan.31 Contoh Kasus: 
Pasangan suami istri yang menjalani LDR di Kecamatan Lalabata kabupaten 
Soppeng karean suami merantau selama dua tahun tanpa pernah pulang. Istri 
merasa sangat kesepian dan hak biologisnya tidak terpenuhi, hingga muncul 

                                                 
30Ramadhan, A.R. dkk. (2024). Praktik Seks Virtual pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh. 

Mahakim: Journal of Islamic Family Law. 
31Ibn Qudāmah, al-Mughnī, terj. Kathur Suhardi, Al-Mughni: Fiqih Islam, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2009 h. 233. 



 

Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 7 No. 2, 2025 

 95 

godaan dari luar.32 Implementasi Maqāṣid: berdasarkan ijtihad Umar bin al-
Khaṭṭāb, batasan waktu suami meninggalkan istri adalah enam bulan. Maka, suami 
dalam kasus ini seharusnya berusaha pulang secara berkala atau mengatur kontrak 
kerja yang memungkinkan pertemuan. Hal ini menjaga keturunan dari kerusakan 
moral dan kehancuran rumah tangga. 

5. Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta) 

Dalam konteks LDR, nafkah menjadi isu utama. Suami berkewajiban memberikan 
nafkah meskipun berada di tempat jauh, karena hal ini merupakan hak istri. 
Maqāṣid syarī‘ah menuntut agar harta keluarga dikelola dengan baik, tidak 
disalahgunakan, dan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan 
hadis Nabi SAW: 

مَعْرُوفِ 
ْ
مْ رِزْقُهُنَّ وكَِسْوَتُهُنَّ بِال

ُ
يْك

َ
هُنَّ عَل

َ
 وَل

Artinya: 
“Dan hak para istri atas kalian adalah kalian memberikan rezeki dan 
pakaian kepada mereka dengan cara yang ma‘ruf.”33 

Contoh Kasus: Seorang suami yang bekerja di luar kota mengirim nafkah tidak 
teratur. Kadang istri sampai berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari 
pasangan suami istri ini menjalani LDR di Kecamatan Lalabata, Kabupaten 
Soppeng menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi hak dan kewajiban 
pernikahan, baik materiil maupun immateriil. Hambatan utama adalah kesulitan 
komunikasi, minimnya pertemuan fisik, dan pemenuhan kebutuhan batin yang 
tidak optimal. Dalam waktu lain, suami justru menggunakan sebagian besar 
penghasilannya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan 
keluarga.34  

Implementasi Maqāṣid: Menjaga harta berarti memastikan nafkah dikirim secara 
rutin sesuai kebutuhan, tidak boros, dan dipergunakan untuk kemaslahatan 
keluarga. Misalnya, suami membuat rekening bersama agar pengeluaran lebih 
transparan dan keluarga tetap tercukupi. Contoh-contoh kasus tersebut 
menunjukkan bahwa teori maqāṣid al-syarī‘ah bukan hanya konsep abstrak, tetapi 
dapat menjadi pedoman praktis dalam mengatur hubungan pasangan LDR. 
Dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, pasangan dapat tetap 
harmonis meski berjauhan. Implementasi maqāṣid syarī‘ah terhadap pemenuhan 
hak dan kewajiban pasangan dalam LDR menekankan bahwa meskipun terdapat 
jarak fisik, tujuan pernikahan dalam Islam tetap harus dijaga. Pemenuhan hak 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi prinsip utama agar hubungan 
LDR tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus menjaga keberlangsungan 
rumah tangga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam. 

                                                 
32Risaldy, A. (2024). Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh 

dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah: Studi Kasus Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. 
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia. 

33 Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), juz II, h. 886. 
34 Risaldy, A. (2024). Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh 

dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah: Studi Kasus Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. 
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia 



 

 
ISSN Online: 2656-6133 | ISSN Print: 2654-7120 

 96 

Perkembangan teknologi komunikasi modern seperti video call, Zoom, dan media 

digital interaktif telah mengubah secara signifikan pola relasi suami istri jarak jauh. 
Kehadiran virtual (virtual presence) memungkinkan terjadinya, Komunikasi intens 
(real-time), Pemenuhan sebagian kebutuhan emosional dan psikologis, Penguatan 
ikatan afektif meskipun tanpa pertemuan fisik. 

Secara fiqhiyah, kehadiran virtual tidak menggugurkan hak kehadiran fisik, karena 
pertama perbedaan ontologis kehadiran fisik (ḥuḍūr ḥissī) memiliki konsekuensi 
hukum istimtā‘, dan qiwāmah yaitu perlindungan langsung  yang tidak dapat 
digantikan oleh kehadiran virtual. Kedua kaidah fikih yang mengatakan  Mā lā 
yatimm al-wājib illā bih fa huwa wājib maksudnya  pemenuhan hak biologis istri 
tidak sempurna tanpa kehadiran fisik suami. Yang ketiga Maqāṣid al-Syarī‘ah 
Virtual presence hanya memenuhi ḥifẓ al-‘ird (menjaga kehormatan) dan ḥifẓ al-
nafs pada aspek psikologis, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ḥifẓ al-nasl dan 
ḥifẓ al-‘ird dalam makna relasi biologis.  Namun, dalam perspektif fikih, kehadiran 
virtual tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kehadiran fisik (ḥuḍūr ḥissī), 
karena tidak mampu menggugurkan kewajiban pemenuhan hak biologis (al-
istimtā‘) yang mensyaratkan kehadiran jasmani. Oleh karena itu, teknologi hanya 
dapat dipahami sebagai taḥqīq ba‘ḍ al-maqāṣid (merealisasikan sebagian tujuan 
hukum), bukan keseluruhannya. 

4. Penutup 

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam berlandaskan pada prinsip 
keadilan, tanggung jawab, dan saling melengkapi sebagaimana disebutkan dalam 
Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fikih. Suami bertanggung jawab 
memberi nafkah dan melindungi istri, sedangkan istri bertanggung jawab menaati 
suami dan menjaga rumah tangga. Hubungan LDR dalam rumah tangga sering 
menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, baik dari 
sisi psikologis, ekonomi, maupun sosial. Faktor-faktor penyebabnya dapat berasal 
dari aspek internal (seperti kurangnya komunikasi dan kepercayaan) maupun 
eksternal (seperti pekerjaan, pendidikan, dan migrasi ekonomi).  

Berdasarkan analisis hukum Islam pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan 
suami istri dalam hubungan Long Distance Relationship (LDR), dapat disimpulkan 
bahwa hubungan LDR tidak membatalkan akad nikah, tetapi mempersulit 
pemenuhan hak-hak pernikahan. Karenanya, hukum Islam memberikan batasan 
dan konsekuensi hukum taklīfī yang jelas: suami dituntut menunaikan kewajiban 
(wājib), sementara pelanggarannya bisa jatuh pada ḥarām, tergantung kondisi. Dan 
Agama Islam memberikan solusi atas konflik LDR dengan menekankan prinsip 
syūra (musyawarah), ta’āwun (saling membantu), serta pentingnya perjanjian sejak 
awal pernikahan jika situasi LDR sudah bisa diprediksi. Solusi juga bisa dilakukan 
dengan mengatur jadwal kunjungan rutin, menjaga intensitas komunikasi, dan 
memaksimalkan peran keluarga sebagai pendukung. Perspektif fikih, kehadiran 

virtual tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kehadiran fisik (ḥuḍūr ḥissī), karena tidak 

mampu menggugurkan kewajiban pemenuhan hak biologis (al-istimtā‘) yang mensyaratkan 

kehadiran jasmani. Oleh karena itu, teknologi hanya dapat dipahami sebagai taḥqīq ba‘ḍ al-

maqāṣid (merealisasikan sebagian tujuan hukum), bukan keseluruhannya.  
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Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pernikahan jarak jauh merupakan praktik yang 
tidak dapat dinilai secara hitam-putih, melainkan harus ditimbang berdasarkan 
kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Teknologi komunikasi 
modern hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, bukan pengganti utama 
kehadiran fisik suami istri. Oleh karena itu, LDR dinilai sah secara hukum, namun 
dapat menjadi problematik secara maqāṣid apabila mengabaikan tujuan-tujuan 
utama pernikahan dalam Islam. 
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